





















































BAB X
KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 34
(1) Dinas Kesehatan, Inspektorat Daerah dan PPKD melakukan fasilitasi
pelaksanaan Peraturan Bupati.

(2) Peraturan Bupati ini bisa dilakukan review setiap tahun sekali atas usulan
Pimpinan BLUD melalui Kepada Dinas Kesehatan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35
Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 2 Januari 2025
Pj. BUPATI PASURUAN,

ttd.
NURKHOLIS
Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 2 Januari 2025
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASURUAN,
ttd.

YUDHA TRIWIDYA SASONGKO
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2025 NOMOR 1
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a. menutupi defisit anggaran;

.mendanai kewajiban BLUD UOBF Puskesmas yang belum tersedia

anggaran,;

. membayar bunga dan pokok utang/pinjaman;

. melunasi kewajiban bunga dan pokok utang;

. belanja pegawai;

belanja barang dan jasa; dan
g. belanja modal.

4. Pemerintah Daerah selaku pemilik BLUD dapat memberikan fleksibilitas
dalam rangka pelaksanaan anggaran yang bersumber dari BLUD, termasuk
pengelolaan pendapatan dan belanja, pengelolaan kas dan penggunaan
SILPA.

5. Mekanisme pelaksanaan penggunaan SILPA BLUD merupakan pengecualian
dari mekanisme pelaksanaan anggaran Perangkat Daerah.
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C. PEMANTAUAN DAN EVALUASI

1. Terhadap pelaksanaan pemanfaatan SILPA BLUD dilakukan pemantauan
dan evaluasi secara berkala sesuai ketentuan peraturan perundang
undangan.

2. Pemantauan dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan penggunaan
SiLPA dalam membiayai program dan kegiatan BLUD.

3. Laporan Keuangan dapat digunakan sebagai bahan untuk pemantauan dan
evaluasi pelaksanaan pemanfaatan SILPA BLUD.

Pj. BUPATI PASURUAN

ttd.

NURKHOLIS





